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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Serpong telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIN) tahun 2024. Laporan ini dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditentukan untuk
KPP Pratama Serpong selama tahun 2024 dan disusun sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-
391/PJ.01/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Landasan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 — 2024 dan Realisasi Kinerja Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Serpong tahun 2024 yang menyajikan target, realisasi dan
capaian kinerja atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong
bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan KPP Pratama Serpong untuk
meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan good governance
(tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean governance (tata kelola pemerintahan
yang bersih).

KPP Pratama Serpong menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya
dukungan, komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kendala dan tantangan tersebut
dapat diatasi dengan baik. Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku
kepentingan dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja KPP Pratama Serpong

kedepan.

Dibuat di Tangerang Selatan
Pada tanggal 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serpong

M. Junaidi
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BAB |
PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong adalah salah satu unit vertikal
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di
lingkup Kantor Wilayah DJP Banten yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kota
Tangerang Selatan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Serpong, Kecamatan
Serpong Utara, dan Kecamatan Setu.

KPP Pratama Serpong yang di kepalai oleh Bapak M. Junaidi memiliki
pegawai sebanyak 112 orang yang terdiri dari Kepala Kantor, 10 orang pejabat Eselon
IV (9 Kepala Seksi dan 1 Kepala Subbag Umum dan KIl), 20 orang Fungsional
Pemeriksa Pajak, 4 orang Fungsional Penyuluh, 2 orang Asisten Penilai Pajak, 3
orang Asisten Penyuluh Pajak, 36 orang Account Representative, 2 orang Jurusita
Pajak, 1 orang bendahara, dan 36 pelaksana lainnya.

Kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk optimalisasi
pendapatan negara yang mendukung transformasi ekonomi dengan memastikan
implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan
konsolidasi fiskal. Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui reformasi
perpajakan yang difokuskan pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan
adil. Hal ini dilakukan melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan,
peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi
perpajakan melalui inovasi layanan.

Pemerintah akan terus memberikan berbagai insentif perpajakan yang
tepat dan terukur guna mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya
saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi. KPP Pratama
Serpong juga akan terus berkomitmen untuk melayani Wajib Pajak serta menghimpun
penerimaan Negara semaksimal mungkin agar kita semua dapat segera keluar dari

masa-masa yang sulit ini menuju Indonesia Maju.
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1. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong secara Keseluruhan

KPP Pratama Serpong dikepalai Bapak M. Junaidi mulai tanggal 18

September 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuuangan nomor KMK-

428/KM.1/2023. Selain itu KPP Pratama Serpong juga mengalami proses keluar

masuk pegawai melalui mutasi rutin. KPP Pratama Serpong terdiri dari 60 orang

pegawai laki-laki dan 52 orang pegawai perempuan

Adapun struktur organisasi KPP Pratama Serpong secara keseluruhan

dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Kepala KPP Pratama

Serpong

M. JUNAIDI

Kepala Subbagian Umum dan

Kepatuhan Internal
USMANTO

- PELAKSANA
- SEKRETARIS
- BENDAHARA

Kelompok Jabatan
Fungsional Pemeriksa

Kepala Seksi

epal
Penjaminan Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Xepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian
Kualgtas Data Pelayanan Pengawasan | Pengawasan || Pengawasan Ill Pengawsasan IV Pengawsasan VI dan Penagihan
MARGONO DEFANA M. NUR INDAH SRI WIDAYATI EULIS RACHMAWATI ANTON RAHADIAN JOKO SETIYONO DWININGSIH
AJI YULHAIDIR RATNAWATI

- PELAKSANA
- Administrator

Sistem

- PELAKSANA
- FUNGSIONAL

PENYULUH

- ACCOUNT

- PELAKSANA

REPRESENTATIVE

ACCOUNT

REPRESENTATIVE

ACCOUNT
REPRESENTATIVE

ACCOUNT
REPRESENTATIVE

- PELAKSANA

- ACCOUNT
REPRESENTATIVE

ACCOUNT
REPRESENTATIVE

- PELAKSANA
-JURU SITA

- FUNGSIONAL
PENILAI

Gambar 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong
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1.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Fungsional Pemeriksa
Fungsional Pemeriksa Pajak terdiri dar 15 orang pegawai laki laki dan 5 orang

pegawai perempuan
l M. Junaidi |

Arief el Bugi Dede Januardo
LD Arfiansyah I Rachmadi Rahmat Napitupulu
v Widiyanni pitup
1 1
Abizar Al Aﬁ?f:h Ibrahim R;I?\r:‘?:cj;fan Fajar Jeihan Praja Mufida Ni Luh Putu Fatimah
Awalin Syahgutra Achmad Noverda Yudanto Ustadnia Pramawesti

Gambar 2 Struktur Organisasi Fungsional Pemeriksa

Andreas
Silalahi

1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Penjaminan Kualitas
Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data terdiri dari 5 orang pegawai laki laki dan 1
orang pegawai perempuan

! M. Junaidi |

! Aji Yulhaidir |
|
1 1 1 1 1
q Muhammad Arifin I Ahmad Zulfahmi Agida Suci Alaika Muhammad Reyhan Muhammad Satria
q Pradipta Firdaus Haris

Gambar 3 Struktur Organisasi Seksi Penjaminan Kualitas Data
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1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan terdiri dari 4 orang pegawai laki laki dan 14 orang pegawai

perempuan

Fungsional pelaksana
Penyuluh
Agung Tri Nugroho Rifliana Sarif Eka Inuta adlzrni Ulfa Ajeng Zalzabilla Rini Amelia
gung 6 Kemiwati Twinda Ksti Navitri Ratriana Siahaan
1

1
Siti Agnes lyan Neni Baskoro Dyah Ayu Malvin Safira
Rokhayah Fransisca Yulinar Eriana Sutrisno Purwokencono Amalia

1
Annisa
Permata Sari

Gambar 4 Struktur Organisasi Seksi Pelayanan

1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pemeriksaan,
Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terdiri dari 8 orang pegawai laki
laki dan 3 orang pegawai perempuan

l M. Junaidi |

Dwiningsih
Ratnawati

L |
l - | l . ! | l Dewi l Aas Meitha Firda
Nasrul Hafidzin Dauri Fachrurozi Hastuti Setiawati Ardianti
| | | |

1
Hendri Hery Sytasyari .
l Susandi l e Okky Setiawan

Gambar 5 Struktur Organisasi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
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1.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan |

Seksi Pengawasan | terdiri dari 7 orang pegawai laki laki dan 3 orang pegawai
perempuan

l M. Junaidi |

1
Defana M.
Nur
l | Representative
Raden
Aulia Mahardiani W il AIG T Atina Maziyati Muhammad
Widarto Dermawan
Romadhon
1
Otto .
Reynold Kristanto Ade Budiman L f’gtn
i Aprillia
Sinaga

Gambar 6 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan |

1.6. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan Il

Seksi Pengawasan |l terdiri dari 2 orang pegawai laki laki dan 6 orang pegawai
perempuan

M. Junaidi

Indah Sri
Widayati

Account
Represenative

Jennifer

Theresia Ayu
Anggia Sari

Gema Anugrah

Angga Yuliadi
Ramadhan Prima

Irra Tri Yulita Novena
Agquarista

Reni Rizky Normaya Elisa

Gambar 7 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan I/

1.7. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan lli
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Seksi Pengawasan Il terdiri dari 3 orang pegawai laki laki dan 4 orang
pegawai perempuan

M. Junaidi

Eulis
Rachmawati

Account
Represenative

Restariana Ambar
Dwinita Putri Permana

Teguh
Rahmanto

Eferlina Imbar Hanunah

Gambar 8 Strutur Organisasi Seksi Pengawasan |

1.8. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan IV

Seksi Pengawasan |V terdiri dari 2 orang pegawai laki laki dan 5 orang
pegawai perempuan

M. Junaidi

Anton
Rahardian

Account
Represenative

| | | | | |
l Fitri Maryam | Muhsin Hidayat l Isma Amelia | Meldga\:\ilulan l Meilia Putri | Rini Pujiastuti

Gambar 9 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan IV

1.9. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan V terdiri dari 2 orang pegawai laki laki dan 5 orang
pegawai perempuan
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M. Junaidi

Mohamad
Nasokha

Account
Represenative

Christina
Candrasari |

Reista Emy Handi Eria Febita
Susanti Setiawan Situmorang

Rury Rubianty Dian Trianevi

Gambar 10 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan V

1.10. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan IV
Seksi Pengawasan |V terdiri dari

- 3 orang pegawai laki laki; dan
- 4 orang pegawai perempuan

M. Junaidi

Joko Setiyono

| | | ]
Account
felaksana Representative
| | | |
Nurul 1zzah Wahda Amin e REe Achmad_ Kusumo Adi Raflka_Fltn
Asmara Sukhaemi Qonita

Gambar 11 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan VI
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1.11. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal

Subagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari 4 orang pegawai laki-
laki dan 6 orang pegawai perempuan

I Ll 1
l Bendahara l Sekretaris
| | I T T 1
Ni Made X
Bahruroji Rifda Sari Der_\y Suastia Rovi Amalia Fatlmah gy
Oktavianus 2 i Ali
Widyati
[ I

[

l " l Rozma l Siwi Indah
Rahmat Basuki Khumaira Utami

Gambar 12 Struktur Organisasi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun perencanaan kinerja, KPP Pratama Serpong menetapkan
rencana kinerja sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun visi

dan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

2. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan
Berkeadilan"

3. Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan  kepatuhan pajak melalui pelayanan  berkualitas
dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, KPP Pratama Serpong memiliki
nilai-nilai organisasi yang menjadi dasar para personilnya agar tugas dan fungsinya
dalam menghimpun penerimaan Negara dapat berjalan lancar dan sesuai target yang

di harapkan.
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4. Nilai-Nilai Organisasi KPP Pratama Serpong

Adapun nilai-nilai organisasi KPP Pratama Serpong adalah sebagai berikut:

a.

Integritas, mengandung arti berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak
dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip
moral

Profesionalisme, mengandung arti bekerja tuntas dan akurat atas dasar
kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
Sinergi, mengandung arti membangun dan memastikan hubungan kerja
sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para
pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan
berkualitas.

Pelayanan, mengandung arti memberikan layanan yang memenubhi
kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati,
transparan, cepat, akurat dan aman.

Kesempurnaan, mengandung arti senantiasa melakukan upaya perbaikan di
segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
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5. Kontrak Kinerja KPP Pratama Serpong

Perencanaan Kinerja KPP Pratama Serpong tertuang dalam Perjanjian

Kinerja/ Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong tahun 2024 yang

dapat dilihat pada tabel di bawah ini

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/WP].08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

'-,Z’I/

Sl |

Peta Strategi
f’ Visi : 3
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Megara melalui Penyelenggaraan
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Peneriman negara dar
sektor pajak
optimal

vang

(Ha-CF Persenlase realisasi penerimaan pajak

HMb-CP Indeks realizasi perlumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencarnaan kas

Kepatuhan tahun
benalan vang tnggi

02a-CF Persentase realisasi penerimaan  pajak dan

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

02b-CF  Perserdase capaian  lingkat  kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan

Orang Pribadi

Kepatuhan tahun
sebelumnya vang tingai

3a-CP Persentase realisasi penerimaan  pajak  dard
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PEM)

Edukasi dan pelayanan
vang efeklif

(Ma-CT Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi dan penyvuluban

(Mb-M  Indeks Kepuasam Pelayanan dan Efektivitas
Penyuliihan

Penpgawasan

k

pembayaran masa vang
elektif

05a-CF Pementase pengawasan pembayaran masa

Pengujian kepatihan
miaterial yang efeklif

O6a-CF Persentase penyelesaian perminiaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan

(ab-MN Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Oec-M Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatahan Wajib
Pajak KFF tepat wakiu

Penegakan hukum Yang
efeltif

07a-CF Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukn
Permulaan
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08a-CF Persentase penvelesaian Laporan Pengamatan dan
Data dan informasi vang | Penyediaan Data Potensi Perpajakan
berkualitas

08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

09a-N Tingkat Kualites Kompelensi dan Pelaksanaan
Kegiatan Kebintalan SDM

Pengelolaan  Organisasi

dan SDM yang sdaptf 096-M Indeks Penilakan Integettas Unit

19c-M Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja
dan manajemen risiko

Pengelolaan  keuangan

g koitabiel 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Programy Kegiatan Tahun 2024 Anggaran
A Program Pengelolaan Penerimaan Megara 1.035.705.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan MNegara Rp 51268000
2 Pelayaman, Komunikasi dan Edukasi Rp 192, 100000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp 230.925.000

B.Program Dukungan Manajemarn Bp  5.713.895.000

1 Pengelolaan Kevangan, BMN, dan Umum 4.634.937.000

2 Pengrelolaan Organisasi dan SDM Rp  1.078.4958.000

Total Rp  6.749.600.000
Tangerang Selalan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayvah Kepala Kantor Pelavanan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Banten, Pratama Serpong,

Cucu Supriatna M, Junaidi
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Target
Smi.1| Q3 |a.d.Q:1 Q4 | Y

S5 dan IKU

Penerimaan negara dan sektor pajak yang optimal

Ma-CFP | Persentase realisasi penerimaan pajak 15%

Indeks realisasi perlumbuhan penerimaan
Uib-CF |pajak  brute dan  deviesi  proyveksd
perencanaan kas

Eepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kepiatan Pengawasan Pembavaran Masa
{FPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyvampalan SPT Tahunan FFh Waijib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tnggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dard
03a-CP  |kegiatan Pengujian Kepatuhan Matorial
{FEM)

1%

Edukasi dan pelavanan vang efekiil

Persentase perubahan perilaku lapor dan
(Ma-CT |bayar atas kegistan edukasi dan
penyuluhan

Indeks Kepugsan  Pelayanan  dan
Efektivitas Penyuluhan

Pengawasan pembayaran masa yang elekli

Persentase pengawasan pembayaran masa
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Target
|Sml.1| Q3 |.=..-.:I.U_'3| Q4 | b

55 dan TKU

Pengujian kepatuhan material yang efekiaf

Persentase  penvelesaian  permintaan

100%
pemelasan atas data dan/ atau kelerangan 3

Persentase pemanfaatan data selain tahun

100% s | 100%
bherjalan

Efektivitas FPengelolaan Komite

1ons 100% s | 1007
Kepatuhan Wajib Pajak KI'P tepat wakiu : z

Penegakan hukum yvang efektif

lingkat efektivites pemeriksaan  dan

07a-CP
i penilalan

100% 100%

07e-CF |Tingkat efeklivitas penagihan 5% 5% | 45%

Persentase penyamipaian

e Pemeriksaan Bukli Permulaan

5%

Data dan informasi vang beskualitas

Persenlase penyelesaian Laporan
8a-CF  |Pengamatan dan Pervediaan Data Potensi | 20% g - | 100%
Perpajakan

Peesentase penghimpunan data regional

10%
dari ILAP

Pengelolaan Organisasi dan SI vang adaphif

Tingkat Kualitas Kompetensi  dan

100
Pelaksanasn Kegiatan Kebintalan SDM A

Indeks Penilaian Integritas Unit

Indels efektivitas implomentasi
manajemen kinerja dan manapemen risiko

10 Pengelolasn keuangan vany akuntabel

108-CP Indeks kimerja  kualitas  pelaksanaan
anggaran
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Tangerang Selatan, 31 Januan 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

ML Junabdi
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024
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Tangerang Selatan, 31 Januari 2004
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong,

M. Junaidi
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6. Capaian Kinerja Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Serpong meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
tahun 2024 sebesar 108,56. NKO tersebut merupakan hasil akumulasi
perhitungan atas 4 (empat) Peta Strategi berbasis Balanced Scorecard yang
diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai kerangka kerja organisasi, yakni:
a. Stakeholder Perspective
b. Customer Perspective
c. Internal Process Perspective
d. Learning & Growth Perspective
Analisis capaian indikator kinerja utama 2024 secara keseluruhan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini: |, cxerss orcasas:

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP KPP PRATAMA SERPONG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

TAHUN 2024
Stakahoider Parg; .
1 Penerimasn negana dan seklor pajak yang optimal
1a-CP realisas pajak 100, 00%: 100,57%
Irvdecks reaisasi perambuban penerimaan pajak bruts dan
18-CP 100,00 99,23

vz po | parencanasn kas

2 Wegalulinn tahisn betjalan yang tnay

Persentase realisas penersmaan pajak dad kegiatan
Pengawssan Pembayaran Masa (PEM)

Perseniase capalan lingkat kepatuhan penyampaian SPT
il Tahunan PPh Wajh Pejak Badan dan Orang Pribad T e s o

a Kepaluhan tahin Sebekimyn yang tnagi
33.CP Perseniase realigasi penerimaan pajak dad kegiatan 100.00% 100,38% 21.00% 100.00%
Penguan Kepatuhan Matesial (FKM)

a Edubast dan pelaymnan yarg efekisl

100.00% 100,58%

Max EL 26,00% 57.78%

18,00% 42 22%

Persentase perubahan periaky lapor dan bayar slas kegiatan .
4a-CP 74,00% B8,80% Max EM 21,00% 50,00%
edukasi dan penyuluhan
4bN Indeks kepuasan pefayanan dan efekiivilas penyuluhan 100,00% 111.02% EM 21,00% 50,00%
5 Prrssrilase peagiweeir fembyman mess
Persenlase pengawasan pembayaran masa 80.00% 1641% "y 14,00% 100,00%
B Pengufan kepakifan matsrial yang slekill
Ea-CP 2 R ey 100,00% 120,00% PM 14,00% 3333%
dan/atau keterangan
bW | Perseniase pemanfasian dals selsn tahun berjalan 100,00% | 119.60% Max | PmM| 14.00% 33,33%
Efektvilas Pengelotaan Komile Kepaluhan Wajh Pajak KPP
BN 100,00% 104,368% PM 14,00%
tepal wakiu
T Prnagakan hukum yang elekill
Ta-CP | Tingkad efekinias pemeriksaan dan pend aizn 10000% | 12000% P | 14,00%
TB-CP | Tingkat elektvitas penagihan 75,00% 103, 75% PIL 19,00%
TeN ian sl Bukfy 100.00% 100.00% X PIL 19,00%

100,00% 120,00%

PM

14,00%

5500% | 100,00% PL | 19.00%

Pengeil M yanig adiptt

Tinghat kuaktas kompetensl dan pelsksanazn kegistan

hebintsian SDM

9b- | Indeks Pendakn Integries Unit 85,00 93,38 Max | P 14,00% 33,33%
Indeks efeklivias i i manal Kinerja

mansgEmen fsko

1 Pengeilusn keusngan yang suntibel

[15CP [inies s s ks rggsan | 0300 | 12000 | Wwx | Pmi] teoo | o000 |

100.00 173

PM 14,00%

Be-N

PM 14,00%

Dicetak melglul Dgshboard Kinerjo Ocganisp:
Gambar 22 Laporan Nilai
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7. Indikator Kinerja Utama

7.1. Persentase Realisasi Peneriman Pajak

TR | Q1 Q2 S1 Q3 sdQ3 Q4 Y
Target 15% 40% 40% 65% 65% 100% 100%
Realisasi 25,35% | 52.22% | 52.22% | 71.9% 71.9% 100.57% | 100.57%
Capaian 168% 130% 130% 110.6% | 110.6% | 100.57% | 100.57%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
Kelebihan
Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
(SPMIB),

(SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi

bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar

dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan

penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam
Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara
manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran
lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak
Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke
masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP
merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke
masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP
KPP.

Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di

yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir
tahun diadministrasikan di KPP baru.

Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memantau tingkat
pencapaian penerimaan Pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada
tiap tahapannya.

Formula dari Indikator Kinerja Utama ini yaitu :

Realisasi Penerimaan Pajak
x100%

T arget Penerimaan Pajak
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Beberapa tabel terkait IKU realisasi penerimaan pajak :
1. Perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Persentase Realisasi
87,65% 101,26% 137,75% 106,58% | 100,57%
Peneriman Pajak

Sumber : mandor-djp/

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN
(jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target
Nama IKU Target Tahun
2024 Renstra Tahun 2024 | Realisasi
2024 RPJMN
DJP di PK
Persentase Realisasi
) . 100% - 100% 100.57%
Peneriman Pajak

Sumber : mandor-djp/

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional
Target Tahun Standar Nasional Realisasi Tahun
Nama IKU
2024 (APBN) 2024
Persentase Realisasi
100% 100% 100.57%
Peneriman Pajak

Sumber : mandor-djp/

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong berhasil mempertahankan
kinerja penerimaan, sehingga untuk keempat kalinya berturut-turut KPP
Pratama Serpong dapat secara konsisten berhasil memenuhi amanah target
penerimaan pajak dengan capaian kinerja indikator utama realisasi
penerimaan mencapai angka Rp4.252.190.416.684 atau 100,57% dari
target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.228.214.654.000. Sedangkan
pada tahun sebelumnya yaitu 2023 angka capaian realisasi atas IKU ini
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mencapai angka Rp3.768.850.057.022 atau 106,58% dari target yang telah
ditetapkan sebesar Rp3.536.077.990.000

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Serpong untuk
menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak ini, yakni antara lain
dengan melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi untuk mendorong
seluruh aktor melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam
pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak. Selain itu
kegiatan produktivitas dan success rate yang melibatkan fungsional
pemerika serta penilai juga turut menjadi upaya dalam menunjang capaian
kinerja realisasi penerimaan pajak ini.

Keberhasilan ini tentu saja didorong oleh aktivitas ekonomi yang
menunjang peningkatan pembayaran sehingga reliasasi penerimaan
tercapai. Membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga
komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS,
penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending,
dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas
dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan
kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang
efektif juga turut menjadi kunci utama keberhasilan realisasi penerimaan
pajak. Selain itu, berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha
pasca pandemi yang juga turut mendorong peningkatan tax base PPh dan
PPN,

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun
2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 tentu menjadi hal krusial
agar capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dapat tercapai kembali.
Penyusunan kebijakan dan strategi pengamana penerimaan pajak nasional
tahun 2025 serta petunjuk teknisnya akan menjadi modal utama KPP
Pratama Serpong untuk menghadapi tantangan pencapaian target
penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025. KPP Pratama
Serpong juga akan melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib
Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif,
terintegrasi, dan berkelanjutan.
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7.2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi
Proyeksi Perencanaan Kas

TR | Q1 Q2 s1 Q3 sdQ3 Q4 %
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi | 117.77 | 11456 | 114.56 | 100.04 | 100.04 | 99.23 | 99.23
Capaian | 117.77 | 11456 | 11456 | 100.04 | 10004 | 99.23 | 99.23

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur
melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot
komponen sebesar 60%; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot
komponen sebesar 40%. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah
realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN)
baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang
dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima,
dikurangi Pbk Kirim..

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara
proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi
penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai,
penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang
1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan
dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh
Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan
pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi
dasar perhitungan IKU.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash
inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows)
yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi
antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam

suatu waktu tertentu < 8%.
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Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memantau dan mengukur
pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP dibanding dengan
pertumbuhan penerimaan Pajak bruto nasional serta mengukur
pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP tahun 2024 terhadap
penerimaan pajak bruto KPP tahun 2023, serta memastikan BUN
mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode
tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Formula IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks
capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +
(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan
penerimaan kas).

Pada tahun 2024, capaian kinerja indikator utama tingkat
pertumbuhan penerimaan pajak bruto memperoleh nilai 108,45%,
sedangkan persentase deviasi akurasi perencanaan kas yaitu sebesar
90%, sehingga capaian realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 99,23%.
Sedangkan pada tahun lalu angka capaian realisasi atas IKU ini
memperoleh nilai 114,85%.

Perbandingan indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Indeks Realisasi
Pertumbuhan

Penerimaan Pajak Bruto 90% 101.51% 112,70% | 114.85% 99.23%

Dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas
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7.3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM)

T/R Q1 Q2 S1 QK] s.d.Q3 Q4 Y
Target 15% 40% 40% 65% 65% 100% 100%
Realisasi 25.03% 5211% | 52.11% | 73.60% | 73.60% |100.58% |100.58%
Capaian 166.8% 130.3% 130.3% |113.23% | 113.23% | 100.58% | 100.58%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan
pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa
dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan
(jatuh tahun 2024).

pembayaran masa dibagi menjadi:

tempo penerimaan di Kegiatan pengawasan

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan).

Komponen IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP
Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh
Pasal 25,danPersentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil
Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data PerpajakanTahun
Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk memantau penerimaan
pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

Formula dari IKU ini yaitu :

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan P PM

0,
PPMx 100%

T arge t penerimaan pajak dari kegia tan

Di tahun 2024 ini target angkat mutlak atas IKU tersebut ditetapkan
sebesar Rp3.964.980.575.000 dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Serpong adalah sebesar
Rp3.987.995.615.446 atau tercapai
ditetapkan, sehingga capaian atas IKU ini sebsar 100,58%.

100,58% dari target yang telah
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Pembayaran Masa
(PPM)

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Nama IKU
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak Dari
Kegiatan Pengawasan - 122.80% 142,56% 107.98% | 100.58%

Untuk capaian yang lebih baik pada tahun 2025 kedepan, KPP

Pratama Serpong akan terus meningkatkan pengawasan dan pembayaran

Wajib Pajak terutama pada sektor tumbuh. Selain itu, penggalian potensi

melalui kegiatan Bedah Wajib Pajak juga akan dioptimalisasi guna

meningkatkan kebutuhan bahan baku penggalian potensi kepada Waijib

Pajak. Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) juga akan menjadi kegiatan rutin

yang bertujuan untuk penambahan data potensi pajak.

7.4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R Q1 Q2 S1 QK] s.d.Q3 Q4 Y
Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi 74.69% 109.32% | 109.32% | 105.37% | 105.37% | 104.60% | 104.60%
Capaian 124.48% | 136.65% | 136.65% | 117.08% | 117.08% | 104.60% | 104.60%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh

WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT
Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh

dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat

Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang

meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
Waijib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP
Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT
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Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya

pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Waijib Pajak Waijib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint
operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative
Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non
Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana
dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur
dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Waijib Pajak yang memperpanjang
jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU
KUP.

Terkait ketepatan waktu pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Waijib
Pajak Waijib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Wajib Pajak Waijib SPT

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan dan memperluas basis pembayaran Pajak.

Pada masa pelaporan SPT Tahunan, bulan Januari s.d April tahun
2024, KPP Pratama Serpong membuka layanan asistensi khusus pelaporan
SPT Tahunan kepada Wajib Pajak yang secara langsung datang ke KPP.
Hal ini merupakan upaya dalam meraih angka pelaporan SPT Tahunan yang
sudah ditargetkan. Selain itu juga, telah dikirimkan kepada Waijib Pajak
berupa pesan melalui Whatsapp berisi imbauan (reminder) terkait jatuh

tempo pelaporan SPT Tahunan sebagai wujud upaya meraih Wajib Pajak
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agar tidak lupa dan telat melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian,
tahun 2025 ini akan juga melaksanakan perencanaan pelaporan SPT
Tahunan, dengan mengumpulkan data Wajib Pajak wajib lapor SPT
Tahunan untuk dikirimkan pesan imbauan sehingga SPT Tahunan akan

dilaporkan secara tepat waktu.

Tahun
2024

Tahun
2023

Tahun
2022

Tahun
2021

Tahun
2020

Nama IKU

Persentase capaian
tingkat kepatuhan
penyampaian SPT

Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan dan Orang
Pribadi

101.09% | 85.48% 101.01% | 104.40% | 104.60%

Di tahun 2024 ini target IKU tersebut ditetapkan sebesar 61.143 SPT
Tahunan tahun pajak 2024 yang harus dilaporkan dan telah tercapai
sebanyak 63.953 SPT Tahunan dan mencapai persentase realisasi sebesar
104.60%. Sedangkan pada tahun 2023, target SPT Tahunan sejumlah
46,389, dan tercapai sejumlah 48.432 SPT Tahunan atau tercapai sebesar
104.40%.

7.5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)

TR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 | Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% | 100%
Realisasi 28.38% 40.26% | 40.26% | 53.40% | 53.40% | 100.36% |100.36%
Capaian 113.52% | 80.52% | 80.52% | 71.20% | 71.20% | 100.36% |100.36%

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data
dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan
dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Di tahun 2024 ini target angkat mutlak atas IKU tersebut ditetapkan
sebesar Rp263.234.079.000 dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

pengawasan kepatuhan material KPP Pratama Serpong pada tahun 2024
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adalah sebesar Rp264.194.801.238 atau tercapai 100,36% dari target yang
telah ditetapkan.

7.6. Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan
Edukasi Dan Penyuluhan
TR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%
Realisasi 68.36% 83.71% 83.71% | 88.80% | 88.80% | 88.80% | 88.80%
Capaian 683.6% 209.28% | 209.28% | 148% | 148% | 120.00% |120.00%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta
meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan
intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi
serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema | - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema lll - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan

Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah
kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara

aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
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Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam
aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi
dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak
diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian
IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi
adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah
ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal
periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP
dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas
Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan
persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana
kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing
masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT
Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan
edukasi perpajakan tema Ill, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut
untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Il
adalah sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai
dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
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a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali
dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh
tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Formula IKU :
IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan
Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Realisasi Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi

Dan Penyuluhan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Persentase Perubahan
Perilaku Lapor Dan

] 80.40% 80.40% 80.40% 84.00% 88.80%

Bayar Atas Kegiatan

Edukasi Dan Penyuluhan

Capaian Indikator Kinerja Utama persentase efektivitas kegiatan
edukasi dan penyuluhan tahun 2024 mencapai 88.80% dari target yang
ditetapkan sebesar 74% sehingga capaian IKU yang didapatkan sebesar
120,00%. Pada 2023 IKU ini mencapai realisasi 84% dari target yang di
tetapkan sebesar 70%.

Penyuluhan dapat dikatakan IKU yang paling menentukan dalam hal
penyampaian segala jenis informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
Kegiatan ini sangat diperlukan agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal
mengenai perpajakan, teutama terkait hak dan kewajibannya.

KPP Pratama Serpong, dalam hal ini adalah Fungsional Penyuluh,
secara rutin membuka piket helpdesk untuk Wajib Pajak yang secara
langsung datang ke KPP untuk berkonsultasi. Selain itu juga, kegiatan
penyuluhan dilakukan dengan membuka kelas pajak, baik secara daring
maupung luring. Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong juga turut

melakukan sosialisasi mengenai Coretax, lini baru yang akan digunakan
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Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam satu tautan yakni
coretaxdjp-pajak.go.id.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun
2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 akan menjadi modal
utama KPP Pratama Serpong untuk menghadapi tantangan pencapaian atas
kegiatan edukasi dan penyuluhan. KPP Pratama Serpong akan dengan
berkelanjutan melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada
seluruh lapisan Wajib Pajak, baik itu Orang Pribadi, Badan, maupun Instansi

Pemerintah.

7.7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
TR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 5% 5% 10% 5% 15% 85% 100%
Realisasi 6.23% 12.64% 12.64% 6.00% 18.00% | 93.02% | 111.02%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% | 111.02%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan
yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib
Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal
dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan
Hasil Survei.

Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan lll diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas
pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi
perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan
oleh Kanwil DJP.
Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat

DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
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bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan
Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU
Triwulan V.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan
sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah
hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan
pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan
dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi
dan persepsi atas DJP. Nilai yang didapatkan merupakan Indeks Hasil
Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Waijib

Pajak KPP Pratama Serpong.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dengan

realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Nama IKU
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Kepuasan
Pelayanan dan 109.58% | 102.85% | 119.31% | 101.53% | 111.02%
Efektivitas Penyuluhan

KPP Pratama Serpong, dalam hal ini adalah Fungsional Penyuluh,
secara rutin membuka kelas pajak dan kegiatan sosialisasi rutin kepada
wajib pajak besar yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong, serta layanan
helpdesk baik online melalui whatsapp maupun offline di Tempat Pelayanan
Terpadu untuk Wajib Pajak yang secara langsung datang ke KPP untuk
berkonsultasi. Selain itu juga, kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan
membuka kelas pajak dilaksanakan secara daring maupung luring. Pada
tahun 2024, KPP Pratama Serpong juga turut melakukan sosialisasi

mengenai Coretax, lini baru yang akan digunakan Wajib Pajak dalam
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melaksanakan kewajibannya dalam satu tautan yakni
coretaxdjp.pajak.go.id.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun
2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 akan menjadi modal
utama KPP Pratama Serpong untuk menghadapi tantangan pencapaian atas
kegiatan edukasi dan penyuluhan. KPP Pratama Serpong akan dengan
berkelanjutan melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada
seluruh lapisan Wajib Pajak, baik itu Orang Pribadi, Badan, maupun Instansi
Pemerintah.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong mendapat nilai 111,02% dari
target nilai yaitu 100, sehingga capaian IKU yang diperoleh sebesar
111,02%.

Pada tahun 2023 iku ini mencapai nilai 82,24% dari target nilai

ditetapkan yaitu 81 sehingga capaian IKU yang diperoleh sebesar 101,53%.

7.8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Realisasi 120% 109.89% 109.89% 112.44% | 112.44% | 116.41% | 116.41%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan
pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan
tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh
tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Adalah penjumlahan 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti, 2) Persentase Penelitian Kenaikan
Angsuran PPh Pasal 25 dan 3) Persentase Tindak Lanjut Data
Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif
STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang

Seharusnya Ditindaklanjuti. Kualitas Penelitian merupakan
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persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan
Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat
Imbauan;

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan)
Adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan
pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait
dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo
penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
pembayaran pajak. Terdapat 3 Sub IKU yang diukur, yaitu:
1. Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan
Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara jumlah
penerbitan STP dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan.
2. Persentase Pengawasan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara realisasi
jumlah wajib pajak yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan
jumlah wajib pajak yang seharusnya dilakukan dinamisasi PPh 25.
3. Persentase Pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data
matching)
Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara jumlah
data matching yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah data

matching tertentu.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong mampu merealisasikan total
sebesar 116.41% dari target yang ditetapkan sebesar 90,00% sehingga
didapatkan capaian IKU sebesar 120%.

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya :

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU
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Persentase Pengawasan

Pembayaran Masa

100%

107%

114,51%

116,41%

7.9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau

Keterangan
TR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100%
Realisasi - 106.01% | 106.01% | 113.76% | 113.76% | 120.00% | 120.00%
Capaian - 106.01% | 106.01% | 113.76% | 113.76% | 120.00% | 120.00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan
salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi
menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Waijib Pajak
Strategis (bobot 50%); dan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP
Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan
Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai
dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti
dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan
Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite
Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan
realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)
B. Komponen Tindak Lanjut (60%)
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2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak
Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP
Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan
pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK),
dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya
(Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur
dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data
pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau
analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam
rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih
sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan
pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang
Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil
Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana
dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari
yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi
sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan)
adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)
B. Komponen Kualitas (60%)

Realisasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data

dan/atau Keterangan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

LAKIN KPP PRATAMA SERPONG 2024



Persentase
Penyelesaian
Permintaan Penjelasan 113,48% | 116,04% | 118,86% 120% 120%
Atas Data dan/atau

Keterangan

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama penyelesaian
permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai 120% dari
target senilai 100%. Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk mengukur
peningkatan kuantitas dan kualitas pengawasan terhadap Wajib Pajak
sehingga mendorong penerimaan Pajak.

Account Representative di KPP Pratama Serpong secara aktif dan rutin
menindaklanjuti data yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP sebagai bahan
untuk penggalian potensi perpajakan. Dengan pelaksanaan visit, data tersebut
tentu dilakukan penelitian untuk ditindaklanjuti sampai dengan menjadi
penerimaan pajak.

Beberapa kendala yang dialami antara lain alamat Wajib Pajak yang
tidak ditemukan atau sudah berpindah maupun sikap Wajib Pajak yang tidak
kooperatif. Namun pengawasan Waijib Pajak oleh segenap insan DJP yang
mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor
mendorong penyelesaian kegiatan permintaan penjelasan atas data ini
sehingga target yang diberikan tercapai serta mendorong penerimaan pajak
khususnya di KPP Pratama Serpong.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun
2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 dengan fokus terhadap data
yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP ditambah dengan kegiatan analisis
mandiri yang dilakukan oleh Account Representative, diharapkan pengawasan
atas penyelesaian kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan ini dapat mencapai realisasi yang ditargetkan.

7.10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

TR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100%
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Realisasi

119.85% | 113.67% 113.67% | 113.51% | 113.51% | 120.00% | 120.00%

Capaian

119.85% 113.67% 113.67% | 113.51% | 113.51% | 120.00% | 120.00%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2
(dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun

definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan
antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah
Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh,
PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masag;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa),
tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak
diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas
Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor

pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan 1, Il, Ill dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan
melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode

triwulan, yaitu:

- triwulan |: sampai dengan bulan Februari;
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- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan llI: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut
Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan
sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga
Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di
approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH
tahun 2024,

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang
tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk optimalisasi pemanfaatan data dalam
kegiatan pengawasan kepatuhan material WP serta tindak lanjut temuan BPK
atas data STP.

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama pemanfaatan data
selain tahun berjalan mencapai 122,09% dari target yang ditetapkan sebesar

100% sehingga capaian realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 120%.

7.11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat

waktu
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TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 120% 120.00% | 120.00% | 99.07% | 99.07% | 104.36% | 104.36%
Capaian 120% 120.00% | 120.00% | 99.07% | 99.07% | 104.36% | 104.36%
Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama Efektivitas

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai
104.36% dari target senilai 100%. Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk
memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan
material.

Penyusunan laporan yang menyajikan data dan informasi yang
akuntabel dan akurat serta penyampaian laporan yang tepat waktu menjadi
faktor keberhasilan dalam penilaian efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan
Waijib Pajak KPP.

Beberapa kendala yang dialami KPP Pratama Serpong yakni
kekurangan bahan baku pemerikaan yang berpengaruh pada bobot penilaian
IKU yang telah ditentukan. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan
penelitian atas bahan baku pemerikaan yang perlu dioptimalkan sehingga
efektifitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dapat lebih baik.

Kendala di atas menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Serpong
untuk dapat meningkatkan segala aspek bobot penilaian agar pada tahun 2025

dapat menjadi lebih baik hingga mencapai angka realisasi maksimal.

7.12. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian

T/R Q1 Q2 S1 QK] s.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%
Realisasi 80.35% 111.76% | 111.76% | 119.68% | 119.68% | 120.00% | 120.00%
Capaian 80.35% 111.76% | 111.76% | 119.68% | 119.68% | 120.00% | 120.00%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur

berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data

potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun

berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan

tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
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Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur
berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua
parameter, yaitu:
a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data
potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit
tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot
30%)
d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%,
Bobot 25%)
e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan
nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur
berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat
waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur efektivitas
tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP. Realisasi Indikator Kinerja
Utama ini pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan
yaitu 100%

Sedangkan pada 2023 capaian atas IKU ini adalah sebesar 106,19%,

melampai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

7.13. Tingkat efektivitas penagihan
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T/R Q1 Q2 S1 QK] s.d.Q3 Q4 Y
Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%
Realisasi 37% 89% 89% 89.71% | 89.71% |103.75% | 103.75%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat
efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:
a. Penerbitan Surat Teguran;
b. Pemberitahuan Surat Paksa;
c. Pemblokiran;
d. Penyitaan; dan
e. Penjualan Barang Sitaan.
Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah

dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib

Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan

dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan

penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka
mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Waijib Pajak

DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan

penyitaan.
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Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas
kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak
DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30

September, 31 Desember).

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan
melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan
penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama
tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang
Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah
target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur
Penegakan Hukum.

Formula IKU Efektivitas Penagihan :

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak
Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

7.14. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
TR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 0% 100.00% | 100.00% | 400.00% | 400.00% |100.00% | 100.00%
Capaian 0% 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 100.00% | 100.00%

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama tindak lanjut usulan

pemeriksaan dari kegiatan pengawasan mencapai 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan

hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Sinergi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Account Representative

dan Fungsional Pemeriksa melalui analisis data dan informasi menghasilkan

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang akuntabel sehingga mendukung

proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun
2024, penyusunan rencana aksi atas kegiatan usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan akan fokus kepada pengujian kepatuhan Wajib Pajak dengan
menindaklanjuti data serta melakukan kegiatan analisis mandiri guna

menghasilkan usulan melebihi target yang telah ditetapkan.

7.15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data
potensi perpajakan

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
Realisasi 99.46% 132.55% 132.55% | 108.98% | 108.98% | 173.44% | 173.44%
Capaian 120% 120.00% 120.00% | 120.00% | 120.00% |120.00% | 120.00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase
penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing
komponen sebagai berikut

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam
siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen
yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk
mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta,
keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang

belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data

Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan
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dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka
optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan
penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi
pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan
data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek
pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia
jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi
jaringan internet tersedia terdekat.

Tujuan dari IKU ini yaitu Untuk menyediakan data potensi pajak yang
akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam
mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Persentase penyediaan data potensi perpajakan dapat direalisasikan
sebesar 173,44% dari target yang di tetapkan sebesar 100% di 2024 atau
mencapai 120% dari target.

Sedangkan pada tahun lalu angka capaian realisasi atas IKU ini

mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

7.16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 25% 25% 40% 40% 55% 55%
Realisasi 60.00% | 65.80% | 65.80% | 82.60% | 82.60% | 100.00% | 100.00%
Capaian 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% |120.00% | 120.00% | 120.00%

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data
regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah
Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja
masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama,
dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data

regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri

LAKIN KPP PRATAMA SERPONG 2024



Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja

Sama Tripartit antara Direktorat

Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama penghimpunan data

regional dari ILAP mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 55%

sehingga capaian realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 120%.

7.17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan
SDM
TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 131.40 120 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Capaian 120% | 120% 120% 120% 120% 120% 120%

1.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM
meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan
pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural
dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan
pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap
pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan
kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural
terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur
berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional
serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi

yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib
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dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi
teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang
diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi
teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang
unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana
umum pada Tahun 2024

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur
berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam
Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan
kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program

pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian
Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai
menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat)
bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi,
bidang kejiwaan berdasarkan KMK No0.467/KMK.01/2023 tentang
Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga
terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme,
berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang
optimal.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah
pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan
dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana Umum di lingkungan DJP. Semakin tinggi persentasenya, semakin
baik dalam mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam

menghimpun penerimaan pajak.
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7.18.

Capaian atas IKU ini di tahun 2022 adalah sebesar 118.00% dari target
yg ditetapkan yaitu 85%, dan di tahun 2024 realisasi atas IKU ini yaitu sebesar
100% dari target yang ditetapkan yaitu 87% sehingga capaian atas IKU ini
sebesar 114,94%.

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen
Risiko

TR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 23% 47% 47% 70% 70% 90% 90%
Realisasi 72.20% 92.44 92.44 88.24% | 88.24% 98.85% 98.85%
Capaian 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 109.53% | 109.53%
Implementasi Manajemen Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di

Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan
sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen
kinerja, struktur manajemen Kkinerja, kerangka kerja sistem manajemen
kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi,
yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk
mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja
pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja

pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen
sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan

kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk
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memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan
kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada
akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen
kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja
diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas
pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah

berjalan selama ini.

Implementasi Manajemen Risiko. Risiko adalah kemungkinan
terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran
organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang
didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat
yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam
pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan
kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan
kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah
Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan
Pemantauan dan Reviu.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April,
Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada
Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat
waktu pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi
KPP.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang
terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah
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DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan
Manajemen Risiko triwulanan)

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat
waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah
bagi KPP.

IKU ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak
risiko yang ditimbulkannya. Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024
berhasil mencapai angka 98,58% dengan target yang di tetapkan adalah
sebesar 90,00% sehingga capaian atas IKU tersebut sebesar 109,53%.

Sedangkan di tahun 2023 IKU ini mencapai angka 99,99% dan target
yang di tetapkan adalah sebesar 90,00%.

KPP Pratama Serpong berupaya untuk melaksanakan Dialog Kinerja
Organisasi dengan penuh tanggung jawab, agar IKU-IKU yang butuh
didiskusikan dapat diperbaiki serta memitigasi risiko yang mungkin terjadi

sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

7.19. Indeks Penilaian Integritas Unit

TR Q1 (@) S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target - - - 85 85 85 85
Realisasi - - - 100 100 93.39 93.39
Capaian - - - 118% 118% [109.87%| 109.87%

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara
mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama
survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4

. penagihan pajak.
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a. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari
survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib
Pajak penerima layanan perpajakan;

b. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari
survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden
Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

c. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei
kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak
yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

d. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei
kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib

Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal

17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal,
dan/atau Direktorat Jenderal Pajak

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
terbukti fraud

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk
mengisi survei sesuai keinginan unit

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara
proporsional yang menerima layanan pada masing-masing Kkriteria
(pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan
oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.
Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota
Dinas Direktur KITSDA.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan
Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai
(responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)

dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja
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di

lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong

terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

109,87% dan target yang ditetapkan adalah sebesar 85.

112,87% dan target yang ditetapkan adalah sebesar 85.

Capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 93,39 atau sebesar

Capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 95,94 atau sebesar

7.20. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
TR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 98.71 102.21 102.21 120.00 | 120.00 120.00 | 120.00
Capaian 98.71% | 102.21% | 102.21% | 120.00% | 120.00% | 120.00% |120.00%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA),

harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah

direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil

penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan
ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Rl No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari
Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli
2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan
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Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan
Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor
Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO
Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja
Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Untuk indicator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024,
KPP Pratama Serpong memiliki nilai bobot sebesar 98.03%. Nilai bobot
tersebut diperoleh dari unsur- unsur penilaian sebagai berikut:

- Revisi DIPA nilai 100 dengan bobot penilaian 10%;

- Deviasi Halaman III DIPA 100 dengan bobot penilaian 10%;

- Penyerapan Anggaran 100 dengan bobot penilaian 20%;

- Belanja Kontraktual 100 dengan bobot penilaian 10%;

- Penyelesaian Tagihan 100 dengan bobot penilaian 10%;

- Pengelolaan UP dan TUP nilai 98,74 dengan bobot penilaian 10%;

- Dispensasi SPM 100 dengan bobot penilaian 5%;

- Capaian Output 100 dengan bobot penilaian 25%;
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8. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 realisasi anggaran KPP Pratama Serpong berhasil mencapai

120% dari indeks target yang ditetapkan sebesar 100% dengan perbandingan

rasio sebagai berikut :

Nilai IKPA 98 dengan bobot 50% dan Nilai Smart DJA 100 dengan bobot

50% sehingga realisasi gabungan menjadi 98.03% dengan capaian menjadi

120%.

Prognosa

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024

Nilai
Keterangan Bobot| Nilai S
pembobota
n
Nilai IKPA 50% 98
Nilai Monev Kemenkeu/SMART
Nilai IKA/IKKPA TA 2024
sebelum indeksasi = 99’02
Nilai IKA/IKKPA TA 2024
setelah indeksasi 100 120,00

Gambar 23 Capaian Realisasi Anggaran

= !\-"! MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

HAC ASPERENEARARN. KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

ANGGARAN
KODE ~KODE  KODE
NO URAIAN SATKER | KETERANGAN
KPPN  BA | SATKER -
mEvisL e | PENYERAPAN BELANJA PENYELESAIAN | PENGELOLAAN
DIPA mp: ANGGARAN KONTRAKTUAL TAGIHAN UP DAN TUP
015 560944  KANTOR Nilai
PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SERPONG | Bobot 10 15 20 10 10
Nilai Akhir 10.00 1411 18.97
Milai Aspek

Gambar 24 Indikator Pelaksanaan Anggaran
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BAB IV
PENUTUP

KPP Pratama Serpong dalam tugasnya menghimpun penerimaan pajak di
tahun 2024 berhasil mengumpulkan sebesar Rp 4.228.214.654.000 atau 100,57%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.252.190.416.684

Kami mengucapkan terima kasih atas segala upaya, kerja keras dan gotong
royong yang telah dilakukan oleh segenap pegawai di Lingkungan KPP Pratama
Serpong. Kami berharap, di tahun 2024 semangat yang sama dapat terus dikobarkan
dalam menopang pencapaian target penerimaan di tahun 2025. Tidak lupa juga kami
mengucapkan selamat atas terukirnya sejarah bagi Instansi Direkotrat Jenderal Pajak
bahwa pada tahun 2024 ini kita berhasil mencatat penerimaan 100% secara nasional.

Ke depan, harapan kami untuk tahun 2025 adalah, semoga tren positif
capaian penerimaan pajak 100% dapat menjadi tren yang baru bagi Direktorat
Jenderal Pajak di tahun-tahun mendatang. Kami percaya bahwa Direktorat Jendral
Pajak mampu untuk menuntaskan amanah yang di emban di tahun 2025 ini.

LAKIN KPP PRATAMA SERPONG 2024



Lampiran

9. NKO 2020

NILAI KINERJA ORGANISASI Rev 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP Banten
KPP Pratama Serpong
PERIODE PELAPORAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

S':;:::J In d?::ta;:r:(;t:i;elg;::ma Target Realisasi Polarisasi | V/C | Bobot IKU TerBt?r:Ean Indeks Capaian
akeholder Perspe S 00%
1 Penerimaan pajak negara yang optimal
1a-CP |Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 87,53% Max E/M 21% 42,86% 87,53%
1b-CP |Persentase realisasi penerimaan pajak effort 100,00% 83,84% Max P/M 14% 28,57% 83,84%
1c-CP |Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto 100,00% -12,95% Max P/M 14% 28,57%
omer Perspective 00%

2 Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
2a-CP 70,00% 70,76% M P/M 14% 33,33%
a PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ’ ’ ax / ’ °

Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran
2b-CP |dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung 100,00% 97,73% Max P/M 14% 33,33% 97,73%
pemerintah (DTP)

Persentase tingkat i ‘tumbuhan WP Non PP
2c-cp |- Sreentase tingkat pencapaian pertumbunan on 100,00% 101,49% Max |P/M|  14% 33,33%
23 yang melakukan pembayaran

3 Edukasi dan pelayanan yang efektif

3a-CP |Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan 67,00% 80,40% Max P/M 14% 31,82%

3b-CP |Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan 78 85,47 Max E/M 21% 47,73%

36N Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan 100,00% 111,00% Max AM 0% 20,45%
unggulan tepat waktu

4 Pengawasan yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data

4a-CP 100,00% 113,48% Max P/M 14% 56,00%
dan/atau keterangan
4b-N |Persentase penyampaian IDLP 100,00% 100% Max P/H 11% 44,00%
5 Penegakan hukum yang efektif
5a-CP |Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan 40,00% 35,67% Max P/M 14% 33,33% 89,16%
5b-CP |Persentase penagihan aktif dengan pencegahan 100,00% 200% Max P/M 14% 33,33%
5c-N |Tingkat efektivitas Pemeriksaan 80,00% 133,88% Max P/M 14% 33,33%

6 Data dan Informasi yang berkualitas

6a-CP |Persentase penyediaan data potensi perpajakan 100,00% 133,11% Max P/M 14% 56,00%
Persentase pengemasan dokumen perpajakan non SPT yang
6b-N 75,00% 94,07% M P/H 11% 44,00%
akan dikirim ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP ) 5 ax / ’ ’
ea g & 0 Perspe e 0,00%
7 SDM yang kompeten
7a-N [Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan 85,00% 100,00% Max P/H 11% 100,00%

8 Organisasi yang fit for purpose

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan
8a-N T . 90,00% 97,94% Max P/H 11% 44,00%
Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan

8b-N |Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik 80 89,11 Max P/M 14% 56,00%

9 Pengelolaan anggaran yang berkualitas

9a-N [Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,00% 99,42% Max P/M 14% 100,00%
a Organisa 97,42%
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10. NKO 2021

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP BANTEN
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Sasaran Strategis/ Bobot Bobot Indeks

SS/IK indikator Kinerja U Target Realisasi | Polarisasi|V//C

IKU Tertimbang Capaian

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP [Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,87% Max E/M 21%
1P Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan 100,00% 101,35% e p/M 143
pajak bruto

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase capaian tingkat kepatuhan
2a-CP |penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 100,00% 85,48% Max B/M 143 50,00%
dan Orang Pribadi

2P Persjentase realisasi penerimaan pajak déri 100,00% 122,31% s B/M 143 50,00%
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa [PPM)
& Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari

3a-CP : L 100,00% 25,05% Max B/M 14%
kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material [PKM)
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
2a-CP Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan 67.00% 80,20% Max P/M 148 20,00%
penyuluhan
Ab-N |Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 79 81,25 Max E/M 21% 60,00%
= Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP |Persentase pengawasan pembayaran masa 100,00% 110,75% IMax B/M 14% 100,00%

-] Pengawasan kepatuhan material yang efektif
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100,00% 116,05% Min B/ 143 35,90%
atas data dan/atau keterangan

Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh

6b-M |Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya 100,00% 136% Max B/M 143 35,00%
(Berbasis Kewilayahan)
6C-N |Persentase penyampaian IDLP 100,00% 100% Max P/H 11% 28,21%
7 Penegakan hukum yang efektif
7a-CP Per.sentase nilai ketetapan dibayar pada tahun 37.50% 102,30% i P/ 143 33,33%
berjalan
7b-CP_|Efektivitas Penagihan 70,00% 113,66% Max P/M 14% 33,33%
7c-M  |Tingkat efektivitas Pemeriksaan B0,00% 124,50% Max B/ 143% 33,33%
8 Data dan Informasi yang berkualitas
Ba-CP |Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan 100,00% 144 93% Max P/M 14% 100,00%

= SDM yang kompeten

9a-N Persentase_Pegawalvang Memenuhi Standar 85,00% 20,69% i p/M 143 100,00%
Kompetensi

10 |Organisasi yang berkinerja tinggi

108-N Persentase EfEk_tI_VIta_S D_la_log Kinerja Drg?nlsam 90,00% 100,00% Misi P/H 11% 32,35%
dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai
10b-MN [Indeks Penilaian Integritas Unit B0 94,65 Max B/M 14% 41,18%
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat

Administrator

10c-N 90 95,71 Max  [A/M 9% 26,47%

11 |Pengelolaan Keuangan yang optimal
11z-CP [Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95,50% 98,34% Max B/M 14% 100,00%
Nilai Kinerja Organisasi
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PERIODE PELAPORAN: 5.0 TRIWULAN IV TAHUN 2022

Kod s Strategis/ : . Babot
: Penerimaan negara darl sektor pajak yang optimal
1a-CP |Persentase reafisasi penerimaan pajak 100,008 137,43% Max E/M 2% B0,00%
1b-CP |Persentase reafisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 100,00% 112,63% Max P/M 14% 40,00%
E [ tahun berjalan yang tingm
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Fa-CP 100,00% 101,01% M BiM 14% 50,00%
% Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi " ! % ! '
2hCP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,008 142,56% - /M 145 50,00%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
. L n tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
3a-CP Pengawasan Kepatuhan Material {PXM) 100,00% 108,14% Max P/M 14% 10:0,00%
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
da-CF |Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan &7,00% B0, A0% Max PiM 14% &40,00%
db-N  |indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan B0 9545 Max E/M 21% 60,00%
5 |» pem masa yang efektif
Sa-CP_|Persentase pengawasan pambayaran masa 90,00% 107,21% Max Pim 14% 100, 00%
& |ee kepatuhan material yang efektif
a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 100,00% 118,86% Max P/ 14% 35.90
dan,/atau keterangan
Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas
Bo-N Pemenksa Pajak 100,00% 175,005 Max PiM 14% 35,90%
&c-N |Persentase penyampaian IDLP 100,008 100,008 Max FfH 11% 28.21%
7 P kan hukum yang efektif
7a-CPF |Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan 40,00% 55,46% Max P/M 14% 33,33%
Tb-LP |Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 120,00% Max PiM 14% 33.33%
Tc-N |Tingkat efektivitas pemeriksaan B0,00% 120,005 Max P/ 14% 33,33%
& |Data dan Informasi yang berkualitas
8a-CP |Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan 100,008 120, 00% Max Pin 14% 100, 00%
9 S0 yang kompeten
93-N  |Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi 85,00% 100, 0% Max PiM 14% 100,00%
10 |Organisasi yang berkinerja tinggi
10a-N PE!sentase-Efek‘l.ivi-ta.s Dialog k.mer;:i [?.!g,anis.asi dan 90,00 100,00% Max BH 1% 32,35%
Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan
10b-M_|indeks Penilaian integritas Unit B85 89,43 Max P/ 14% 4118%
10c-M |indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator o0 96,20 Mazx Al ok 2647%
i1 |p Keuangan yang 1] 06,67
11a-CF |Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 92 32% Max PiM 14% 100, 00%: 96,67

*jDisesuaikan dengan kiasifikasi Kantor
Format laporan NKO sesuai dengan SE-13/P1/2017
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Kode Sasaran Strategis/

55/IKU Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective

Target |Realisasi|Polarisasi V/C Bobot IKt Tertimlleks Capa

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CcP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% | 106,58% Max EfL 26% 50,00%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
1b-CP B P pal 100 114,85 Max EfL 26% 50,00%

dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
2a-CP s P il 100,00% | 103,71% | Max p/L 19% | 42,22%
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

2b-CP 100,00% | 107,98% Max E/L 26% 57,78%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
3a-CP ; i E 100,00% | 87,74% Max E/M 21% 100,00%

Pengujian Kepatuhan Material {PKM)
Internal Process Perspective 25,00%

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas
4a-CP ) P ) P B ) 70,00% 84,00% Max P/M 14% 40,00%
kegiatan edukasi dan penyuluhan

4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 81 82,24 Max E/M 21% 60,00%
5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
Sa-CpP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% | 114,51% Max PiM 14% 100,00%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
oy Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 100,00% | 120,00% Friee B/M 14% 50,00%
data dan/atau keterangan
Bb-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% | 125,71% Max P/M 14% 50,00%
7 Penegakan hukum yang efektif
7a-Cp Tingkat efektivitas pemeriksaan 20,00% | 109,95% Max P/M 14% 26,92%
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% | 104,63% Max P/L 19% 36,54%
g Per?entase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari 80,00% | 94,00% — o/ 19% 36,54%
kegiatan pengawasan
8 Data dan informasi yang berkualitas
B Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 100,00% | 138,25% M /M 14% 42,42%

penyediaan data potensi perpajakan
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

55,00% 57,58%

Learning & Growth Perspective 25,00%

SDM yang kompeten

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar

9a-N o 87,00% 100% Max P/M 14% 100,00%
Kompetensi®)
10 Organisasi yang berkinerja tinggi
10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit a5 95,94 Max P 14% 50,00%
P t fektivitas Dialog Kinerja O isasid
TRk ersentase efe _wl as |_a fjg inerja Organisasi dan 90,00% | 100,00% i /M 1% 50,00%
penerapan Manajemen Risiko
11 Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 97,32 Max P/M 14% 100,00%
Nilai Kinerja Organisasi

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

LAKIN KPP PRATAMA SERPONG 2024



13. NKO 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP BANTEN

KPP PRATAMA SERPONG
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*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/P3/P).01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Kode Sasaran Strategis/ Bobot
s/ Indikator Kinerja Utama Tagut Roslisssl | Polarisanl | V/C| Bobot B | g oy
1 dari
1a-CP |Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,57% Max E/L 26% $7,78%
1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 100,00 9923 Max /L 19% £2.22%
deviasi proyeksi perencanaan kas
2 |Kepatuhan tahun berjalan yang tings
25-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,00% 100,58% Max N 26% $7.78%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
2b-CP 100,00% 104,60% M P/L 19% 42,22%
Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi - /
33-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,00% 100,26% Max &M 21% 100,00%
Pe ian Kepatuhan Material (PKM
4  |Edukasi dan pelayanan yang efektif
43-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 74.00 28 80% Adsii £ 21% <0,00%
kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N |Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 111,02% Max E/M 21% 50,00%
LS masa efektif
53-CP |Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 116,41% Max P/M 14% 100,00%
6 |Pengujian kepatuhan material yang efektif
63-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 100,00% 120,00% Max o/ 14% 33,33%
dan/atau keterangan
6b-N |Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00% Max P/M 14% 33,33%
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 100,00% 104,26% Max P/M 18% 33.23%
KPP tooat wakiy
7
73-CP |Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% Max P/M 14% 26,92%
7b-CP |Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 103,75% Max P/L 19% 36,54%
7eN Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 100,00% 100,00% Max PIL 19% 36,54%
Permulaan
83-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 100,00% 120,00% — P/ 18% 42.42%
penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP |Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 100,00% Max P/L 19% 57,58%
9  |Pengelolaan Organisasi dan SOM yang adaptif
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 100,00 120,00 o p/M 14% 33.33%
kebintalan SOM
9b-N |Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 93,39 Max P/M 14% 33,33%
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 90,00 a8.58 Max /M 18% 33.23%
manajemen risiko
10 |Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP |Indeks kinerja kualitas pelaksanaan a ran 100,00 120,00 Max P/M 14% 100,00%

Indeks Capaian

99,23
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